
 

 

1. Kriteria bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 terkait 

dengan DPT adalah pada kriteria formal dan kriteria material dari 

permohonan pengajuan perkara tersebut. Kriteria formal yang dimaksud 

adalah legal standing si Pemohon. Dalam hal ini, sebagaimana juga telah 

diuraikan dalam putusan bahwa perkara ini memenuhi ketiga kriteria 

formal yaitu:  

a. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon  

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi  

c. Pokok Perkara  

Setelah memeriksa bahwa perkara tersebut telah memenuhi kriteria 

formal maka Mahkamah dalam mengambil keputusan memperhatikan 

kriteria materiil dalam perkara tersebut. Apakah di dalam substansi 

perkara tersebut mengandung unsusr-unsur:  

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;  

2. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan 

oleh UU yang diuji; 

3. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus), aktual, 

setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang 

wajar dapat dipastikan akan terjadi;  

4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 

dan berlakunya UU yang diajukan untuk diuji; 



 

 

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan 

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak 

terjadi lagi. 

Berdasarkan kedua kriteria di atas itulah maka Mahkamah dapat 

melakukan pengambilan Putusan atas perkara PHPU Pilpres 2009 ini.  

2. Sedangkan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yuridis Mahkamah 

Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 terkait dengan DPT adalah 

setelah memeriksa perkara baik dari Permohonan Pemohon, Eksepsi 

Termohon dan Pihak Terkait, serta dengan mempertimbangkan alat-alat 

bukti yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut, Mahkamah 

menilai bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut 

hukum. Di samping itu berbagai masalah kualitatif seperti kekacauan 

penyususnan dan penetapan DPT, regrouping/pengurangan jumlah TPS, 

adanya kerja sama dengan IFES, serta pelanggaran-pelanggaran 

administratif dan pidana lainnya baik yang terbukti atau yang tidak 

terbukti, tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang berifat masif, 

sistemik, dan terstruktur. Mahkamah memberikan pendapat bahwa 

pelanggaran tersebut tidak serta merta menyebabkan Pilpres 2009 tidak 

sah. Menurut pertimbangan Mahkamah, dalil-dalil Pemohon I dan 

pemohon II mengenai adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait 

dan pengurangan suara baik Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti 



 

 

secara hukum. Serta Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan 

jumlah perolehan suara adalah tidak beralasan hukum.  

Menurut hemat penulis, Mahkamah telah mengambil keputusan 

yang benar dan obyektif. Para hakim Mahkamah telah menilai 

permohonan Pemohon serta Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dari 

bukti-bukti, saksi-saksi, serta fakta-fakta hukum yang telah disampaikan 

berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini para hakim 

konstitusi sudah membuktikan kemandirian dan ketidakberpihakan 

Mahkamah Konstitusi pada pihak manapun. Secara sosiologis artinya, 

Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kemandiriannya karena tidak 

dipengaruhi oleh opini publik. Kebenaran yang digali oleh Mahkamah 

Konstitusi sama sekali tidak dicampuri oleh kepentingan dari pihak 

manapun, entah itu Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, rakyat, atau 

siapapun. Hal ini mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan 

lembaga yang mandiri yang masih dapat teruji dan layak untuk dipercaya 

oleh rakyat sebagaimana esensi dan fungsinya yang telah diatur dalam 

undang-undang.   

B. Saran  

1. Bagi KPU, hendaknya dalam pemilu-pemilu mendatang dapat 

menjalankan fungsinya, kewajiban-kewajibannya serta menunjukkan 

keprofesionalannya. KPU juga seyogyanya mengindahkan pengawasan 

yang dilakukan oleh Bawaslu. Di dalam melakukan kerja sama dengan 



 

 

pihak luar, sebaiknya ke depannya tidak lagi dilakukan, atau dilakukan 

tetapi dengan dapat menunjukkan independensi dari lembaga KPU 

tersebut.  

2. Bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah suara, 

hendaknya dapat lebih obyektif dalam menilai kinerja lembaga 

penyelenggara Pemilu.  

3. Bagi Mahkamah Konstitusi, hendaknya dapat mempertahankan 

keobyektifitasannya dalam memutus perkara PHPU yang diajukan oleh 

para Pemohon.  

4. Bagi pemerintah dan departemen-departemennya yang mempunyai 

tugas untuk mendukung jalannya Pemilu, sebaiknya dapat lebih 

memperbaiki kinerjanya. Seperti contohnya bagi Departemen Dalam 

Negeri, hendaknya mulai dari sekarang sudah membenahi Sistem 

Informasi Kependudukannya. Sehingga dalam Pemilu mendatang, 

ketika dibutuhkan daftar pemilih untuk menyusun DPT, datanya sudah 

terperbaharui secara lebih akurat.  
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